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ketuk palu. Artinya, Kitab
Uhdang-Undang Hukum Pi-
dana (KUHP) disahkan. Be-
ragam ekspresi dan reaksi
dari masyarakat mengemu-,
ka, di antaranya lewat cuitan
di media sosial yang sudah
barang tentu tak berguna la-
gi. Meskipun jutaan cuitari
mengekspresikan kekecewa-
an dcin penolakan, toh akhir-
nya Rancangan KUHP di
sahkan jiiga.
KUHP sebagai dokumen

historis, memOiki peijalanan
panjang hingga 6 Desember
2022 lalu. Meminjam istilah
Barda Nawawi Axief, salah
satu tim perumus KUHP,
"RKUHP itu seperti janin
yang dikandung dalam se-
buah tubuh perempuan, ia
tidak lahir-lahir dan ia juga
tidak kunjung mati."
Saya paham eksperesi itu

menggambarkan peijalanan
panjang yang tak kunjung
menemukan terang, hingga
akhirnya semangat politik
hukum yang menjiwai pe-
ngesahannya dapat dianggap
sebagai semangat memben-
tuk hukum pidana nasional
yang dibuat oleh orang Indo
nesia sendiri; kita (Indone
sia) sebagai bangsa berdaya,
merdeka dalam menentukan
hukumnya.
Akan tetapi, mengapa se-

bagian kelqmpok masyara
kat melakukan protes keras
terhadap KUPH (baru) itu?
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Bukankah semangat poli
tik hukum memiliki KUHP
buatan bangsa sendiri yang
konon "bercita rasa" Indone

sia adalah mimpi puluhan
tahun yang sudah semesti-
nya diwujudkan selekas
mungkin?

Bermasalah

Menilik ratusan pasal de-
ngan sistematika baru dalam
KUHP yang sudah disahkan,
tak dapat disangkal, setidak-
nya terdapat pasal-pasal
bermasalah, di antaranya Pa-
sal 240 dan Pasal 188.
Merujuk pada draf 20 No

vember 2022, penghinaan
terhadap pemerintah • dan
lembaga negara dilebur
menjadi satu pasal dan men-
jadi delik aduan secara ter-
batas, yaitu untuk penghina
an yang mengakibatkan ke-
rusuhan.

Tentu pasal itu kelak, akan
menyebabkan kesulitan ka-
rena batasan penghinaan
akan selalu sulit dibedakan

dengan kritik. Jelas ini tidak
sejalan dengan cita-cita
demokrasi.

Jika tujuan yang hendak
dilindungi adalah-mencegah
kerusuhan, pasal-pasal lain
tetap dapat digunakan. Se-
lain itu dalam konteks

demokrasi, pemerintah dan
lembaga negara sejatinya ob-
jek kritik karena fungsi pela-
yanan publik sebagai eksis-
tensi lembaga itu dibuat.
Kemunculan pasal subver-

sif yang kembali muncul yak-
ni dalam Pasal 188. Dalam

rapat pembahasan RKUHP
antara pemerintah dan DPR
pada 24 November 2022, ti
dak ada sama sekali pemba
hasan mengenai perubahan
Pasal 188 tentang larangan

- menyebarkan atau me-
ngembangkan ajaran komu-
nisme/marxisme-leninisme.
Akan tetapi dalam rapat

tersebut, tiba-tiba diubah ru-
, musan dengan menambah-
' kan larangan menyebarkan
atau mengembangkan pa-
ham lain yang bertentangan
dengan Pancasila. Lalu, ba-
gaimana nasib ideologi-ideo-
logi/paham agama' yang
diyakini para pemeluknya
bahkan diajarkan dibangku
sekolah, mimbar, dan atau
ruang-naang diskusi publik?
Pasal 188 ini jelas me-

ngandung persoalan, selain
tidak terdapat penjelasan
apa yang dimaksud dengan
"paham yang bertentangan
dengan Pancasila", lalu siapa
yang lantas berwenang
menentukan paham berten

tangan dengan Pancasila.
Pasal ini mewarisi "rob" kon-

sep pidana subversif seperti
di era Orde Baru.

Demokrasi
Demokrasi sebagai sikap

hidup yang menghendald
adanya kemungkinan alter-
natif pilihan yang cukup ba-
nyak. Demokrasi menuntut
adanya pandangan kenisbian
sampai batas yang cukup
jauh. Demokrasi adalah sa-
tu-satunya jalan yang masih
terbiika dan selalu dengan
setia mengembalikan politik
sebagai peijuangan.
Sebab yang menggerak-

kan, mereka yang bukan
apa-apa, yang tak punya ha-
kikat dan asal usul untuk
menang. Pilihannya pun ter-
buka; baik melalui perun-
dang-undangan atau justru
melawan undang-undang,
baik melalui partai ataupun
melawan partai.
Meminjam istilah Samsul

Rizal Panggabeari; tentu saja
kekurangan dan kelemahan
yang timbul dalam demo
krasi, sejatinya dilalcukan de
ngan antusias dan lapang da-
da, karena bangsa Indonesia
masih dalam tahap belajar
dalam demokrasi.

Dalam masyarakat demo
krasi, menyimpan kemung
kinan totalitarianisme di da

lam struktur politiknya.'
Dalam demokrasi segalanya
dipercakapkan mestilah dila-
kukan di ruang publik.
Kenyataan hari ini, Pasal

244 dan 188 KUHP baru,
membatasinya, menutup ke-
ran dari celrii "keruangpub-
likan" itu sendiri.

Demokrasi memang bu-
kanlah sistem yang paling
ideal. Demokrasi hanya tum-
buh dan berkembang dalam
tataran ideal. Namun di an

tara banyak sistem yang ada,
demokrasi yang paling
mungkin untuk menjamin
kesetaraan hak dan kebe-
basan warga negara. Hanya
pada demokrasi lab dimung-
kinkan teijadinya koreksi
politik secara sistematik.
Hari ini masyarakat diajak

kembali untuk menengok se-
jarah, mengapa kekecewaan
pada produk hukum yang se-
mestinya di sanalah harapan
masyarakat itu disemaikan.
Kekecewaan pada gagal-

nya menyemai cita reformasi
mengharuskan kita untuk te
tap yakin dan dan hams
tetap berharap kepadanya
(pembaman hukum).

Di ujung jalan, setelah ke
tuk palu 6 Desember itu, ke-
mudian menggugah kesadar-
an kita bahwa hukum dan
demokrasi adalah lebih dari-
pada sekadar tatanan sistem.
Keduanya bisa dipandang

sebagai salah satu hasil akhir
yang bersifat formal dan
struktural sebagai mesin
yang memproduksi keadhan.
Semoga hukum dan de

mokrasi yang haii ini diraya-
kan, menjadi jalan terang
menuju optimisme dan akal
sehat.***
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